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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja.inindisusun ‘'sebagai wujud penerapan.tata kelola kepemerintahan
yang baik (Cood. Governance) ‘dan_ akuntabel\ serta\ untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana disebutkan. dalam Peraturan Presiden Nemor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas “Kinerja, Instansi. Pemerintah (SAKIP). Bahwa. dengan\ diterbitkannya
Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah, menerapkan suatu sistem pertanggung
jawaban yang berfokus kepada kinerja meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra),
pengukuran Kkinerja, evaluasis kinerja ‘dan. pelaporan “kinerja secara terpadu dalam
mempertanggungjawabkan pelaksanaan, tugas.dan fungsi serta visi dan misi organisasi.
Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban Deputi Bidang Mutasi
Kepagawaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam membantu
Badan Kepegawaian Negara untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, khususnya
dibidang manajemen kepegawaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu Laporan Kinerja ini memiliki dua
fungsi  utama, yaitu pertama merupakan sarana untuk mMmenyampaikan
pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dalam penetapan
kinerja, kedua merupakan sarana evaluasi atas penetapan kinerja sebagai upaya untuk
memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi utama tersebut, penyusunan Laporan Kinerja ini
secara garis besar berisikan informasi mengenai penetapan kinerja dan capaian kinerja
tahun 2021 yang merupakan pedoman untuk merealisasikan sasaran kinerja yang ingin
dicapai selama tahun 2022, dimana sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BKN
2020-2024. Sementara itu, capaian kinerja merupakan realisasi seluruh kegiatan yang
bermuara pada capaian indikator kinerja utama, diarahkan bagi pemenuhan target yang
ditetapkan pada penetapan kinerja yang diperjanjikan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif kinerja yang telah
dilaksanakan dan sekaligus menjadi pertanggungjawaban Deputi Bidang Mutasi
Kepagawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, para stakeholder dan mitra
kerja Deputi Bidang Mutasi Kepagawaian. Sedangkan capaian indikator kinerja yang
memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran, akan dianalisis lebih lanjut
dalam rangka mengidentifikasi peluang yang ada untuk perbaikan kinerja pada tahun
berikutnya.
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Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan Laporan Kinerja
ini baik dalam bentuk kontribusi data maupun kontribusilainnya, kami ucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
membimbing kita dalam melaksanakan tugas dan berkarya demi kemajuan dan kejayaan
BKN yang kita cintai ini.

Jakarta, Januari 2023
Deputi

Bidang Mutasi Kepegawaian
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IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Kinerja di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian disusun sebagai pertanggungjawaban
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara bahwa Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian telah
melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang pengadaan dan kepangkatan, pemberhentian dan pensiun, status dan
kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil, administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat
Negara, dalam rangka mewujudkan Visi BKN.

Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian antara
lain dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditargetkan pada tahun 2022
yang bermuara dari Indikator Kinerja Utama BKN sebagai induk organisasi. Bahwa hasil penilaian
masyarakat berupa kuisioner yang telah diformulasi dalam tabel tingkat capaian menggambarkan
tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.
Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 masing-masing layanan mendapat penilaian rata rata
baik. Hasil penilaian indeks kepuasan masyarakat dan kecepatan pelayanan serta tingkat kesalahan
dalam memberikan pelayanan masing-masing parameter tidak dapat dipisahkan antara satu dengan
yang lain sebagaimana hasil yang telah dicapai oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian bila
dikaitkan dengan indikator kinerja kegiatan.

Pencapaian sasaran Indikator Kinerja utama pelayanan dibidang kepegawaian dalam tahun 2022
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pada umumnya telah dapat direalisasikan dengan capaian baik.
Berikut adalah capaian dari Indikator Kinerja Utama pelayanan sebagaimana tersebut dalam tabel
berikut:

PERSPEKTIF SKOR SS NKP
Customer 100.47 33.49
Internal Process 96.97 3232
Learn and Growth 96.41 3213
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Keterkaitan anggaran untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama dengan tugas dan fungsi dari
pada Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian, adalah:
Anggaran rutin sejumlah Rp 2.172.713.000,-(dua milyar seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga

belas ribu rupiah).

Dengan realisasi anggaran sejumlah Rp. 2.165.222.437,- (dua milyar seratus enam puluh lima juta
dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau dengan serapan sebesar
99,7%.
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Kepala
BKN Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang mengatur secara
khusus pelaksanaan SAKIP di Lingkungan
Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian menyajikan laporan
kinerja tahun 2022 yang berisi
perencanaan dan perjanjian kinerja, serta
akuntabilitas

kinerja yang berisi

pencapaian  kinerja, hambatan dalam

penyelesaian permasalahan sebagai bahan

evaluasi dan peningkatan Kkinerja di
lingkungan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian.

Untuk  meningkatkan  pelaksanaan

pemerintahan yang lebih berdaya guna dan
berhasil guna, bersih dan bertanggung
jawab serta dalam rangka mewujudkan
good  governance, Pemerintah  telah
mengembangkan media
pertangggungjawaban yang disebut dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dan merupakan satu
kesatuan laporan yang menyeluruh yang
dimulai dengan Perencanaan Strategi.

Strategi  (Renstra)

merupakan suatu proses yang berorientasi

Perencanaan

pada hasil yang ingin dicapai selama kurun

waktu

1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
secara sistematis dan berkesinambungan
dengan memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul untuk menghasilkan suatu
rencana strategi instansi pemerintah, yang
setidaknya memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan, dan program
serta ukuran keberhasilan dan kegagalan
dalam pelaksanaannya.

Menyikapi hal tersebut, Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian sebagai unit
pelayanan pada Badan Kepegawaian Negara
diharapkan dapat merespon dengan cepat
dan menjawab berbagai tantangan yang
sedang dihadapi serta akan terjadi di masa
yang akan datang. Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian sebagai salah satu unit kerja
yang berkedudukan dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara, bila ditinjau dari
tugas fungsinya sebagai salah satu front
line unit Badan Kepegawaian Negara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat
PNS telah berupaya dan berusaha terus
untuk mutu

menerus meningkatkan

pelayanan di bidang mutasi kepegawaian.



TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Pasal 80 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKN dibidang mutasi
kepegawaian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Selanjutnya
dalam Pasal 81 dinyatakan bahwa, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai
Negeri Sipil, administrasi Pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara.

Sedangkan dalam Pasal 82 dinyatakan fungsi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah:

1.Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi,
pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

2.Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, mutasi, pemberhentian dan
pensiun, serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

3.Perumusan pertimbangan teknis perencanaan di bidang pengadaan, mutasi,
pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan hukumPegawai Negeri
Sipil;

4.Pelaksanaan administrasi pensiun Pejabat Negara dan mantan pejabat negara;

5.Pemberian  bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengadaan,
mutasi,pemberhentian dan pensiun, serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;

6.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidangnya;

7.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.




PERAN
DAN

ISU
STRATEGIS

09

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat
strategis diharapkan dapat meningkatkan
akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga
dapat dioperasionalkan secara moral dan dapat
dipertanggungjawabkan secara etika birokratis.
Perencanaan dimaksudkan agar organisasi
senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan
lingkungan.

Oleh karena itu, perhatian terhadap mandat
dari masyarakat dan lingkungan eksternal
merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang
tidak boleh diabaikan. Isu strategis merupakan
salah satu pengayaan analisis lingkungan
eksternal terhadap proses perencanaan dan
apabila dalam 5 (lima) tahun yang akan datang
dinamika eksternal dapat diidentifikasi dengan
baik maka BKN dapat mempertahankan
kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan

untuk  peningkatan  pelayanan  terhadap
masyarakat.

Organisasi yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan
menghadapi kegagalan dalam mencapai keberhasilan kinerja. Oleh karena hal tersebut
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian merupakan unit yang menjabarkan atau
mengimplementasikan dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategi
BKN, maka Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian sebagai salah satu unit yang
melaksanakan tugas di bidang mutasi kepegawaian dengan secara jelas dan realistis
dapat melaksanakan beberapa kegiatan dalam 1 program sebagaimana amanat dari
Rencana Strategis BKN 2020-2024 yang telah dilaksanakan dan direalisasikan dengan
mempertimbangkan sumber daya manusia, teknologi, waktu dan kemampuan yang
dimiliki.

Untuk dapat mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strateginya,
maka setiap tujuan strategi harus ditetapkan indikator kinerjanya (performance
indikator) yang jelas dan terukur. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui tantangan,
kendala dalam pelaksanaan dan hasil yang dicapai (output).
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SUMBER DAYA MANUSIA

BERDASARKAN GOLONGAN

No Golongan Jumlah Presentase
1 Golongan IV 24 18%
2. Golongan I 105 78.9%
3. Golongan Il 4 3%

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami simpulkan bahwa dengan banyaknya pegawai
dengan golongan III, maka pelaksanaan manajemen ASN bidang mutasi Kepegawaian dapat
dilaksanakan dengan lebih baik. Namun untuk beberapa Jabatan masih membutuhkan pegawai

dengan golongan ruang II, seperti pengelola data dan pengelola kegiatan dan anggaran.

BERDASARKAN JABATAN

No Jabatan Jumlah Presentase
1, Pimpinan Tinggi Madya 1 0.76%

2. Pimpinan Tinggi Pratama 3 2.25%

3 Pengawas 2 1.5%

4. Fungsional 114 85.71%

5. Pelaksana 14 10.5%

Berdasarkan tabel di atas, dapat kami simpulkan bahwa komposisi pegawai di Deputi

Bidang Mutasi Kepegawaian didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu. Perubahan jumlah

Jabatan Pelaksana pada Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dikarenakan terdapat pegawai

yang berpindah jabatan menjadi Jabatan Fungsional.
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SARANA & PRASARANA

Sarana dan prasarana mutlak diperlukan
dalam pelaksanaan kegiatan operasional untuk
kelancaran pelayanan kepada para PNS.
Berkaitan dengan hal tersebut, dukungan
sarana dan prasarana tersebut setiap tahun
selalu ditingkatkan. Upaya tersebut diantaranya
dilakukan melalui pengadaan,
pengoptimalisasian serta peningkatan sarana
dan prasarana.

Secara umum sarana dan prasarana yang
tersedia saat ini meliputi ruang deputi, ruang
direktur, ruang kerja, ruang rapat, ruang tata
naskah, almari, meja kerja, kursi kerja, filing
cabinet, komputer, printer, telepon, faximile dan
sarana operasional kantor lainnya.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian memiliki
empat ruangan kantor, yaitu Ruangan Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian, Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan serta Direktorat
Status dan Kedudukan Kepegawaian yang
berada di lantai 7, dan Direktorat Pensiun PNS
dan Pejabat Negara berada di lantai 8 gedung Il
BKN.

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian bertugas melaksanakan penyusunan,
penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan, kepangkatan,
mutasi, pemberhentian dan pensiun, status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri
Sipil, administrasi Pensiun Pejabat Negara dan mantan Pejabat Negara. Outcomes yang
hendak dicapai oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah “Terwujudnya
pelayanan kepegawaian dan pengembangan manajemen kepegawaian ASN yang
professional dibidang pengadaan, kepangkatan dan mutasi lainnya, Pelayanan Pensiun
PNS dan Pejabat Negara serta penetapan Pertimbangan Status dan Kedudukan
Kepegawaian”. Peningkatan pelayanan dimaksud adalah dengan mempercepat waktu
penyelesaian yang dilakukan secara profesional dan berkesinambungan.



SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB | PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang,
U ] Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Aspek

Strategis, Sumber Daya Manusia Organisasi

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, serta
Sistematika Penyajian.

BAB Il PERENCANAAN DAN
PENETAPAN KINERJA

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, Indikator u 2
Kinerja Utama, serta Rencana Strategis Deputi

Bidang Mutasi Kepegawaian periode 2020-

2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan indikator kinerja yang digunakan

dan analisis pencapaian kinerja Deputi Bidang
U 3 Mutasi Kepegawaian Tahun 2022, serta

akuntabilitas keuangan atas pengunaan dana
selama Tahun 2022 yang mencerminkan

tingkat penyerapan dana dan kegiatan yang
dilakukan.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dan

laporan akuntabilitas Deputi Bidang Mutasi 0 4
Kepegawaian Tahun 2022 dan menguraikan

rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan

kinerja di masa yang akan datang.



13

BAB Il
PERENCANAAN DAN
PENETAPAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan
sasaran yang jelas serta sebagai pedoman
dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan
pembangunan aparatur negara yang
diselaraskan dengan arah kebijakan dan
program pembangunan nasional yang
telah ditetapkan dalam Pembangunan
Jangka Panjang (PJP) 2005-2025, maupun
dalam Kebijakan Strategis Nasional di BKN,
maka ditetapkan rencana strategis Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian sebagai dasar
acuan penyusunan kebijakan, program,
dan kegiatan. Serta sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian dalam pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan.

Selaku pelayan masyarakat, maka Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian memiliki
rencana dan strategi yaitu selalu berusaha
untuk meningkatkan mutu pelayanannya
terhadap  masyarakat, dengan cara
menanamkan rasa memiliki dan
meningkatkan kedisplinan melalui tertib
administrasi dan tertib perkantoran, serta
menjalankan tugas secara professional
dengan penuh rasa tanggung jawab.

Rencana strategis Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian pada hakekatnya merupakan
pernyataan komitmen bersama mengenai
upaya terencana dan sistematis untuk

meningkatkan kinerja serta cara
pencapaiannya melalui pembinaan,
penataan, perbaikan, penertiban,
penyempurnaan dan pembaharuan

terhadap sistem dan kebijakan,

agar tercapai efektivitas, efisiensi dan
produktivitas dalam pelaksanaan
pemerintahan. Sesuai dengan tugas dan
fungsi serta memperhitungkan potensi,
peluang, dan kendala yang ada atau
mungkin timbul, Deputi Bidang Mutasi

Kepegawaian didalam menyusun Laporan
Kinerja 2022 berpedoman pada Rencana
Strategi BKN berorientasi pada target hasil
yang akan dicapai selama kurun waktu 5
(lima) tahun mulai tahun 2020 sampai
dengan 2024. Rencana Strategi BKN
mencakup visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, dan program telah dilaksanakan
melalui berbagai kegiatan oleh Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dijiwai
oleh semangat dan komitmen untuk
melakukan reformasi yang dilakukan
secara bertahap dan berkesinambungan.
Tahap awal yang perlu dilakukan adalah

membangun  kepercayaan masyarakat
(public trust).
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

sebagai salah satu unit pelayanan di
lingkungan BKN dalam tahun anggaran
2021 telah menyusun Renja yang akan
dilaksanakan dalam tahun anggaran 2022
dan  sebagai pertanggung  jawaban
terhadap pelaksanaan Renja tersebut,
maka dalam tahun anggaran 2022 disusun
Laporan Kinerja tahun 2022, Didalam
Laporan Kinerja ini berisikan tentang
realisasi 13 (tiga belas) indikator kinerja
utama dari 9 (sembilan) sasaran strategis.



VISI

Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, serta
melihat latar belakang dan mencermati fenomena vyang ada dalam
merealisasikan Renstra BKN, pernyataan Visi BKN, yakni:

"Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang
Profesional dan Bermartabat Tahun 2025"

Uraian visi dimaksud adalah berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan
Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar,
prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Manajemen yang dimaksud adalah
manajemen ASN, seperti tugastugas dalam pertimbangan teknis formasi,
pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun,
dan penyimpanan informasi kepegawaian yang telah dimutakhirkan oleh instansi
pemerintah serta bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi kepegawaian.

Visi disini berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana Unit ini
harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,
antisipatif, inovatif, serta produktif dan tetap dalam koridor upaya mewujudkan cita
dan citra yang diinginkan BKN. Pernyataan Visi BKN tersebut sepenuhnya
mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sesuai dengan amanat visi BKN tersebut, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
sebagai salah satu unit kerja pelayanan di lingkungan BKN, selalu mengadakan
inovasi didalam melaksanakan tugas fungsinya, sehingga dapat diwujudkan good
governance melalui peningkatan akuntabilitas publik oleh segenap jajaran
pegawai di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Sehubungan dengan
visi BKN maka Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian didalam melaksanakan
program dan kegiatannya berpedoman dan berusaha untuk merealisasikan visi
dimaksud.

Untuk mengimplementasikan visi yang telah ditetapkan, maka BKN menetapkan
misi yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dilaksanakan dan yang
hendak dicapai saat ini maupun di masa yang akan datang.

14



15

MISI

Adapun Misi BKN adalah:

1.Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian;

2.Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengawasan dan pengendalian
kepegawaian;

3.Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem peraturan perundang-
undangan, kinerja, dan kesejahteraan pegawai;

4.Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen
kepegawaian;

5.Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN.

Misi yang berkaitan dengan tupoksi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah
misi kel (satu) yaitu:

"Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pelayanan kepegawaian’

Misi tersebut ditetapkan dalam rangka untuk memberi arahan dalam
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan BKN dalam
melaksanakan visi yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan prima di
bidang kepegawaian sebagai upaya memenuhi tuntutan kualitas pelayanan
bidang pengadaan, kepangkatan dan mutasi, pensiun, serta status dan
kedudukan kepegawaian kepada PNS.

Dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan kepegawaian tersebut,
maka dipandang perlu menerapkan suatu sistem pelayanan yang terstandar,
terukur, dan akuntabel. Untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan
tersebut, seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
BKN dituntut untuk menjalankan visi dan misi dalam bentuk pelaksanaan
program dan kegiatan yang berkualitas, tepat waktu, dan transparan.

Dalam upaya untuk mewujudkan misi tersebut, Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian dalam tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan, kemudian masing-
masing kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan,
sebagaimana tersebut dibawah ini:

Penyelesaian Pengadaan dan Kepangkatan terdiri atas sub kegiatan:
1.Penetapan NIP CPNS/PNS;
2.Penetapan Karpeg;
3.Penetapan Karis/Karsu;
4.Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat PNS gol. ruang IV/b kebawah;
5.Pertimbangan Teknis Kenaikan Pangkat PNS gol. ruang IV/c keatas;
6.Penetapan SK Kenaikan Pangkat PNS gol. ruang IV/c keatas;
7.Penetapan Nota Persetujuan KPLB dan Mutasi lainnya.



PenyelesaianPensiun PNS terdiri dari atas sub kegiatan:

1.Penetapan pertimbangan teknis dan SK Pensiun, KPP PNS dan SK
Janda/Duda/Anak/ Orangtua gol.ruang IV/b kebawah:;

2.Penetapan SK pensiun janda/duda/anak pejabat negara;

3.Pertimbangan teknis Pensiun PNS gol.ruang IV/c ke atas;

4.Penetapan SK Pensiun,KPP PNS, SK Janda/Duda/Anak/ Orangtua dan Pensiun
Atas Permintaan Sendiri gol.ruang IV/c keatas;

5.Pertimbangan teknis pensiun Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh:;

6.Pelayanan administrasi pensiun;

7.Pengelolaan tatanaskah pensiun.

Penyelesaian Status dan Kedudukan Kepegawaian,terdiri atas sub kegiatan:

1.Menetapkan pertimbangan status kepegawaian;

2.Penyelesaian permasalahan NIP;

3.Persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara dan persetujuan
pengaktifan kembali;

4.Menetapkan pertimbangan status kepegawaian PNS yang terlibat ekses politik
dan menjadi anggota/pengurus partai politik;

5.Menetapkan pertimbangan bagi PNS yang tewas dan cacat karena dinas;

6.Pemberian Pertimbangan uang duka tewas dan tunjangan cacat karena dinas;

7.Menetapkan perubahan nama dan tanggal lahir.



TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategi merupakan
penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu
1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Dengan diformulasikannya tujuan
strategi BKN, sebagaimana amanat
dari Renstra BKN 2020-2024 maka
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
dalam melaksanakan tupoksi di
bidang mutasi kepegawaian harus
secara jelas dan realistis dengan
mempertimbangkan  sumberdaya

manusia, teknologi, waktu dan

kemampuan yang dimiliki.

Indikator meningkatnya perbaikan

manajemen kepegawaian dapat
dilihat dari semakin meningkatnya
indeks

sehingga

perencanaan dan pengembangan

profesionalitas pegawai

efektivitas sistem
kepegawaian,

yang
peraturan-perundang-

sistem pembinaan

kinerja optimal, kualitas
rumusan
undangan kepegawaian, dan
efektivitas sistem pengawasan dan

pengendalian kepegawaian.

Dalam mewujudkan
dibidang
mewujudkan manajemen internal

pelayanan
prima kepegawaian,
diindikasikan oleh meningkatnya
kecepatan dan ketepatan
pelayanan kepegawaian dengan
menggunakan metode pelayanan
teknologi

yang berbasis pada

informasi dan sistem informasi
kepegawaian yeng terintegrasi,
meningkatnya efektivitas
koordinasi perencanaan program,
sumber daya, pengelolaan
administrasi, penyediaan layanan
serta

informasi pemenuhan

standar ~mutu  sarana  dan
prasarana yang memadai. Untuk
keberhasilan

dapat mengukur

organisasi dalam mencapai
tujuan stratejiknya, maka setiap
tujuan stratejik harus ditetapkan
Untuk

mencapai sasaran tersebut maka

sasaran stratejik.

ditetapkan indikator kinerjanya

yang
jelas dan terukur. Hal ini perlu

(performance indikator)

dilakukan  untuk mengetahui
tantangan dan kendala dalam
pelaksanaan serta hasil yang

dicapai (outputnya).
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STRATEGI JANGKA MENENGAH

Sasaran strategis BKN tahun

2020-2024 adalah

" Meningkatnya profesionalisme
Pegawai ASN”

Pencapaian  strategis di atas

bersifat impact hanya dapat

tercapai jika hasil dari program
BKN dapat berfungsi dan memiliki
manfaat

terhadap tercapainya

sasaran strategis. Adapun hasil

yang diharapkan salah
adalah

kepegawaian dan pengembangan

satunya

terwujudnya pelayanan

kebijakan manajemen kepegawaian.

Untuk meningkatkan tingkat
profesionalisme pegawai dalam
rangka mewujudkan pelayanan

kepegawaian yang prima, Deputi
Bidang Mutasi
Tahun 2022

strategi antara lain adalah:

Kepegawaian di
telah melakukan

Melakukan penyederhanaan
proses bisnis di layanan mutasi

kepegawaian
Penyederhanaan proses bisnis
dilakukan pada seluruh layanan
yang ada pada Deputi Bidang

Mutasi Kepegawaian. Proses bisnis
yang semula terdiri dari 13 tahapan
atau lebih, disederhanakan menjadi
2 tahapan.

Melakukan kolaborasi dengan
stakeholder eksternal dan
internal

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
berkolaborasi dengan Kedeputian
Bidang Sistem Informasi
Kepegawaian BKN dalam
pencapaian digitalisasi pelayanan.
Selain itu Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian juga berkolaborasi
dengan seluruh  unit  yang
membidangi kepegawaian di
instansi pusat dan daerah sebagai
stakeholder eksternal, dalam
memberikan layanan mutasi
kepegawaian kepada seluruh PNS
di Indonesia.

Melakukan percepatan layanan
kenaikan pangkat, pensiun, dan
mutasi lainnya

Badan
dengan
bisnis

Sesuai  arahan
Kepegawaian
penyederhanaan

Kepala
Negara,

proses

kenaikan pangkat,
dan mutasi lain-lain,
maka proses penyelesaian layanan
kenaikan pangkat dipersingkat
dari 15 hari menjadi 2 hari, proses

layanan
pensiun,

penyelesaian layanan  pensiun
menjadi 1 hari, dan proses
penyelesaian layanan pindah

instansi dipersingkat dari 15 hari
menjadi 1 hari. Serta didorongnya
realisasi digitalisasi layanan bidang
mutasi kepegawaian.
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Membentuk tim problem solving
Percepatan Layanan Mutasi

Kepegawaian
Dalam rangka implementasi
digitalisasi pelayanan di Deputi
Bidang  Mutasi Kepegawaian,
dibentuklah tim problem solving
SIASN untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan instansi
terkait kendala yang dihadapi
dalam menggunakan aplikasi
SIASN. Tim tersebut diharapkan
dapat memberikan solusi dan

arahan atas permasalahan yang
dihadapi instansi.

Adapun dasar penyusunan strategi
tersebut dapat diimplementasikan
melalui 2 (dua) strategi, yaitu:

1. Strategi Stabilitas

Strategi stabilitas bertujuan untuk
menunjukkan dan mempertegas
Bidang

mengatasi

arah  kegiatan
Mutasi
segala faktor penghambat di tahun
meningkatkan
yang
peningkatan

Deputi
Kepegawaian,

sebelumnya,serta
segala daya dan
diarahkan pada
efesiensi agar terwujud kondisi
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
pada posisi yang stabil dan
berjalan sebagaimana yang

dana,

diharapkan.

2. Strategi efesiensi
Strategi ini berorientasi kepada
memilah

prioritas dengan

kebutuhan yang paling mendesak

yang
didahulukan serta pengurangan

dan  mendasar harus
skala operasional Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian yang tidak
mungkin  lagi  dipertahankan
keberadaannya.
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Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menentukan
sasaran strategis yang akan dicapai untuk mewujudkan
visi dan misi BKN sesuai dengan arah kebijakan dan
strategi dalam kurun waktu lima tahun kedepan.
Dengan menggunakan metode balance scorecard
(BSC), sasaran strategis yang akan dicapai tersebut
dilihat dari 3 sudut pandang/perspektif yaitu:

Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif
pengguna layanan adalah terwujudnya pembinaan dan
pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif
internal/proses bisnis adalah terwujudnya kebijakan
pelaksanaan manajemen ASN, terwujudnya pelayanan
bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan
SOP, terwujudnya peningkatan digitalisasi
penyelenggaraan layanan manajemen ASN, dan
terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan di
lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Sasaran yang akan diwujudkan dari perspektif ini
adalah terwujudnya kebijakan pelaksanaan
manajemen ASN, terwujudnya ASN di lingkungan
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang kompeten,
profesional dan berintegritas, Terwujudnya sistem
informasi internal di lingkungan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian, Terwujudnya birokrasi di lingkungan
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang efektif,
efisien, dan beriorientasi layanan prima, dan
Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian secara efisien dan akuntabel



Perjanjian Kinerja merupakan turunan
dari

merefleksikan kinerja yang sesuai dengan

Perencanaan Strategis, sekaligus

perencanaan anggaran. Sasaran strategis,

program, indikator kinerja, dan target
dalam Perjanjian Kinerja berasal dari
Rencana Kinerja Tahunan dan
anggarannya. Perjanjian Kinerja pada

dasarnya adalah pernyataan komitmen
yang mempresentasikan tekad dan janji
untuk mencapai kinerja yang jelas dan
terukur dalam rentang waktu tertentu
dengan mempertimbangkan sumber
daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen
sistem

yang mencerminkan integrasi

akuntabilitas kinerja

SASARAN STRATEGIS

NDIKATOR KINERJA

dengan sistem penganggaran dan
mendorong terlaksananya pengukuran
kinerja dan sangat penting untuk
mengetahui keberhasilan atau kegagalan
yang dihadapi.

Perjanjian kinerja merupakan salah satu
Sistem Akuntabilitas
(SAKIP).

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan

komponen dari

Kinerja Instansi Pemerintah
yang telah disetujui anggarannya, maka
ditetapkan suatu Perjanjian Kinerja yang
merupakan kesanggupan dari penerima
mandat

untuk mewujudkan kinerja

seperti yang telah direncanakan.

TARGET
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CUSTOMER PERSPECTIVE

TERWUJUDNYA PEMBINAAN DAN
PELAYANAN KEPEGCAWAIAN YANG
BERKUALITAS PRIMA

INDEKS KEPUASAN
INSTANSI/PNS ATAS 87

PELAYANAN
KEPEGAWAIAN

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

TERWUJUDNYA KEBIJAKAN

PERSENTASE PEMENUHAN

PELAKSANAAN MANAJEMEN ASN PEDOMAN KEBIJAKAN 100
PELAKSANAAN
MANAJEMEN ASN
TERWUJUDNYA PELAYANAN BIDANG PERSENTASE PENYELESAIAN
MUTAS| KEPEGAWAIAN SESUAI PELAYANAN BIDANG MUTASI 100

DENGAN NSPK DAN SOP KEPECAWAIAN SESUAI

DENGAN NSPK DAN SOP

PERSENTASE TINGKAT
KESALAHAN PELAYANAN O
KEPEGAWAIAN




SASARAN STRATEGIS

NDIKATOR KINERJA

TARGET

22

TERWUJUDNYA PENINGKATAN

DIGITALISASI PENYELENGGARAAN

LAYANAN MANAJEMEN ASN

PERSENTASE LAYANAN
MANAJEMEN ASN YANG
BERBASIS DIGITAL

PERSENTASE LAYANAN

MANAJEMEN ASN YANG

TERINTEGRASI DENGCAN
SIASN

85

76

TERLAKSANANYA MONITORING

DAN EVALUASI PEKERJAAN DI
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
MUTASI KEPECAWAIAN

TERSEDIANYA DOKUMEN
MONITORING DAN EVALUASI
PEKERJAAN DI LINGKUNGAN

KEDEPUTIAN BIDANG
MUTASI KEPECAWAIAN

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

TERWUJUDNYA ASN DI
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
MUTASI KEPECAWAIAN YANG

KOMPETEN, PROFESIONAL DAN

BERINTEGRITAS

INDEKS PROFESIONALITAS
ASN DI LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN

80

TERWUIJUDNYA SISTEM
INFORMASI INTERNAL DI
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
MUTAS|I KEPECAWAIAN

PERSENTASE PEMANFAATAN
SISTEM INFORMASI YANG
TERSTANDAR DI
LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI
KEPEGCAWAIAN

100

TERWUJUDNYA BIROKRASI DI
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
MUTASI KEPEGCAWAIAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN, DAN
BERIORIENTASI LAYANAN
PRIMA

INDEKS PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUP DEPUTI BIDANG

MUTASI KEPEGAWAIAN BKN

SKOR ATAS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA DI
DEPUTI BIDANG MUTASI
KEPECAWAIAN

34

67

TERWUJUDNYA BIROKRASI DI
LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG
MUTASI KEPECAWAIAN YANG
EFEKTIF, EFISIEN, DAN
BERIORIENTASI LAYANAN
PRIMA

PERSENTASE REALISASI
ANGGARAN DI LINGKUNGAN
DEPUTI BIDANG MUTASI
KEPECAWAIAN

PERSENTASE TINDAK
LANJUT TEMUAN HASIL
AUDIT/PEMERIKSANAAN

OLEH BPK/INSPEKTORAT DI
LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI
KEPECAWAIAN

100

100




Dalam tahun berjalan, pelaksanaan
Perjanjian Kinerja ini akan dilakukan
untuk

Pengukuran Kinerja

mengetahui sejauh mana capaian

kinerja yang dapat diwujudkan oleh

organisasi. Tujuan penyusunan
Perjanjian Kinerja Tahunan
diantaranya adalah untuk
menghindari laporan pertanggung

jawaban yang terjadi selama ini yaitu
hanya menekankan pada
pertanggungjawaban anggaran dan

pelaksanaan kegiatan dan juga belum

Untuk dapat mengukur keberhasilan
dari implementasi Rencana Stratejik
tahun 2020-2024 di atas,
Bidang Mutasi

Deputi
Kepegawaian
menetapkan target untuk masing-
masing sasaran yang harus dicapai,
target ini dituangkan dalam Dokumen
Perjanjian Kinerja 2022.

Target ditetapkan untuk setiap
indikator kinerja, baik untuk
indikator kinerja utama maupun
indikator kinerja sasaran maupun

indikator kinerja (output, input, dan

berorientasi hasil.

outcome) tingkat kegiatan.
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Untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya Deputi Bidang Mutasi

Kepegawaian, mendapatkan Pagu Anggaran rutin sejumlah Rp 2.172.713.000,-(Dua Milyar

Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan Klasifikasi Rincian

Output sebagai berikut,

Klasifikasi RIncian Output

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

Pelayanan Publik Kepada Lembaga

RIncian Output

Penetapan NIP

Penetapan Kenaikan Pangkat

Penetapan Mutasi Lainnya

Pertek Pensiun PNS dan Pejabat
Negara

Penetapan Status dan
Kedudukan Kepegawaian

SK Pensiun Janda/Duda Pejabat
Negara

Nota Persetujuan CLTN

Anggaran

Rp. 181.694.000,-

Rp. 343.299.000,-

Rp. 157.982.000.-

Rp. 652.445.000

Rp. 675.759.000

Rp. 67.375.000

Rp. 92.159.000



BAB lil
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AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA

Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 (tiga)
dari pelaksanaan Rencana Strategis BKN
2020-2024. Untuk mengetahui keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
tersebut maka perlu dibuat analisis capaian
kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja
organisasi agar semakin baik dari tahun ke
tahun. Pengukuran kinerja merupakan
jembatan antara perencanaan strategis
dengan pelaporan akuntabilitas. Suatu unit
organisasi dapat dikatakan berhasil jika
indikator-indikator yang ditetapkan telah
mengarah kepada pencapaian tujuan dan
sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja,
akan menjadi sangat sulit untuk mencari
pembenaran yang logis atas pencapaian
tujuan dan sasaran unit organisasi tersebut.

Pengukuran kinerja adalah suatu proses
sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan dengan  program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja kegiatan,
dengan memanfaatkan data kinerja yang
dapat diperoleh melalui data internal
maupun eksternal. Pengukuran Kkinerja
dilakukan dengan membandingkan tingkat
capaian target dari masing-masing indikator
kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis dan rencana kinerja.

sesuai

Pengukuran kinerja mencakup tingkat
capaian target (rencana tingkat capaian) dari
masing-masing kelompok indikator kinerja
kegiatan dan tingkat pencapaian target
(rencana tingkat capaian) dari masing-
masing kelompok sasaran yang telah
ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan
dengan menggunakan dua metode, yaitu

metode evaluasi kinerja dan metode
perbandingan capaian sasaran.
Perbandingan dilakukan dengan melihat

perbandingan antara rencana dan realisasi

untuk masing-masing indikator kinerja
kegiatan. Metode ini terutama akan
bermanfaat untuk melakukan evaluasi

kelemahan-kelemahan dan
yang terjadi
organisasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

Metode perbandingan
sasaran dilakukan dengan membandingkan
antara rencana kinerja (performance plan)

internal atas
kendala-kendala dalam

capaian kinerja

yang diinginkan dengan realisasi
(performance result) yang dicapai
organisasi, selanjutnya akan dilihat

performance gap yang ada serta tindakan

perbaikan yang diperlukan dimasa yang
akan datang.



Pengukuran Kinerja Kegiatan pada Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2022 ini
didasarkan atas Perjanjian Kinerja Deputi
Bidang Mutasi
Program dan kegiatan Deputi Bidang Mutasi

Kepegawaian tahun 2022.

Kepegawaian yang telah dilaksanakan untuk
mewujudkan  pencapaian dan
yang telah ditetapkan
Perjanjian Kinerja 2022 merupakan tujuan
dari Rencana Strategis BKN 2020-2024 dan
telah ditargetkan di 2022
sebagaimana Perjanjian

Kinerja yaitu:

tujuan

sasaran dalam

tahun

tertuang pada

“Mewujudkan Penyelenggaraan
Manajemen ASN Yang Berkualitas Prima”

Pengukuran capaian kinerja Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian tahun 2022 dilihat dari
perbandingan target dengan realisasi kinerja
yang telah dicapai sesuai perjanjian kinerja.
Dari setiap
indikator, diperoleh nilai kinerja perspektif

seluruh capaian kinerja dari

(NKP) dan nilai pencapaian sasaran strategis
(NPSS) yang formulanya mengacu pada
Keputusan Kepala BKN Nomor 1.8./KEP/2020
tentang
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Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi

Lingkungan BKN, NPSS merupakan
NKP yang bobot
Mmasing-masing 33.33%

Pada Tahun 2022 Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian memperoleh NPSS
sebesar 97.94. Terdapat penurunan nilai
NPSS dari tahun 2021 ke 2022, dimana pada
tahun 2021 nilai NPSS Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian adalah sebesar 101.49. Hal ini
disebabkan karena realisasi IKU Persentase

di

akumulasi memiliki

nilai

penyelesaian
kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP
mencapai di atas 120%. Realisasi yang terlalu
tinggi mengindikasikan
jumlah target yang ditentukan pada tahun
2021 kurang tepat, sehingga pada tahun
2022 ini  jumlah target
sedemikian rupa agar realisasi IKU tersebut
berada di bawah 120%.

Pada tahun 2022 Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian menetapkan 1 sasaran dan 1
IKU pada customer perspective, 4 sasaran

pelayanan bidang mutasi

bahwa

tersebut

ditentukan

dan 6 IKU pada internal perspective, serta 4

sasaran dan 6 IKU pada learn and growth

perspective. Nilai kinerja pada setiap
perspektif Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian dapat dilihat pada tabel.

Adapun capaian kinerja setiap IKU tersaji
pada tabel

PERSPEKTIF SKOR SS NKP
Customer 100.47 33.49
Internal Process 96.97 3232
Learn and Growth 96.41 3213
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SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

CUSTOMER PERSPECTIVE

TERWUJUDNYA PEMBINAAN
DAN PELAYANAN

INDEKS KEPUASAN
INSTANSI/PNS ATAS

87 87.41 100.47
KEPEGAWAIAN YANG PELAYANAN
BERKUALITAS PRIMA KEPEGAWAIAN
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN PERSENTASE
PELAKSANAAN MANAJEMEN PEMENUHAN PEDOMAN 100 100 100
ASN KEBIJAKAN
PELAKSANAAN
MANAJEMEN ASN

TERWUIJUDNYA PERSENTASE
PELAYANAN BIDANG PENYELESAIAN LAYANAN
MUTASI KEPEGAWAIAN BIDANG MUTAS| 100 107.88 107.88
SESUAI DENGAN NSPK KEPEGAWAIAN SESUAI
DAN SOP DENGAN NSPK DAN SOP

PERSENTASE TINGKAT

KESALAHAN PELAYANAN 0 0,051 99 95

KEPEGAWAIAN

TERWUJUDNYA PERSENTASE LAYANAN
PENINGKATAN DIGITALISASI MANAJEMEN ASN YANG 85 70 82.35
PENYELENGGARAAN BERBASIS DIGITAL
LAYANAN MANAJEMEN ASN

PERSENTASE LAYANAN

MANAJEMEN ASN YANG 76 65 85.53

TERINTEGRASI DENGAN

SIASN

TERLAKSANANYA TERSEDIANYA DOKUMEN
MONITORING DAN EVALUASI MONITORING DAN 5 5 5

PEKERJAAN DI LINCKUNGAN
DEPUTI BIDANG MUTASI
KEPEGCAWAIAN

EVALUASI PEKERJAAN DI
LINGKUNGAN
KEDEPUTIAN BIDANG
MUTASI KEPECAWAIAN




SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERIJA

TARGET

REALISASI

27

CAPAIAN

LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE

TERWUIJUDNYA ASN DI
LINGKUNGAN DEPUTI

INDEKS
PROFESIONALITAS ASN

BIDANG MUTASI DI LINGKUNGAN 80 65.99 82
KEPEGAWAIAN YANG DEPUTI BIDANG
KOMPETEN, PROFESIONAL MUTASI KEPEGAWAIAN
DAN BERINTEGRITAS
TERWUJUDNYA SISTEM PERSENTASE
INFORMASI INTERNAL DI PEMANFAATAN SISTEM
LINGKUNGAN DEPUTI INFORMASI YANG 100 100 100
BIDANG MUTASI TERSTANDAR DI
KEPEGAWAIAN LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN
TERWUJUDNYA BIROKRASI INDEKS PELAKSANAAN
DI LINGKUNGAN DEPUTI REFORMASI BIROKRASI DI
BIDANG MUTASI LINGKUP DEPUTI BIDANG 34 32.62 26
KEPEGAWAIAN YANG MUTASI| KEPEGAWAIAN
EFEKTIF, EFISIEN, DAN BKN
BERIORIENTASI LAYANAN
PRIMA
SKOR ATAS EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA 67 69.2 103
DI DEPUTI BIDANG
MUTASI| KEPEGAWAIAN
TERWUJUDNYA PERSENTASE REALISASI
BIROKRASI DI ANGGARAN DI 100 99 75 99 75
LINGKUNGAN DEPUTI LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN YANG KEPEGAWAIAN
EFEKTIF, EFISIEN, DAN
BERIORIENTASI LAYANAN
BRIMA PERSENTASE TINDAK
LANJUT TEMUAN HASIL 100 100 100

AUDIT/PEMERIKSANAAN

OLEH BPK/INSPEKTORAT

DI LINGKUNGAN DEPUTI
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN
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Sasaran Strategis :

Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima

Sasaran terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan manajemen
kepegawaian ASN yang professional di bidang pengadaan dan kepangkatan merupakan
komitmen Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian untuk dapat memberikan pelayanan
prima dengan professionalitas terhadap masyarakat/PNS, sebagai upaya meningkatkan
kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, murah dan terintegrasi
dengan didukung peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan sebagai respon atas
tuntutan kinerja para Aparatur Sipil Negara yang terus meningkat.

Indikator Kinerja Utama:
Indeks Kepuasan Instansi/PNS atas Pelayanan Kepegawaian

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pada sasaran yang meliputi layanan mutasi
kepegawaian maka Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menggunakan metode
pengukuran Indeks Kepuasan Instansi/PNS terhadap Pelayanan Kepegawaian.
Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat, dengan menggunakan 9 parameter yaitu:

Kode Penjelasan
P1 Kesesuaian antara persyaratan layanan dengan jenis pelayanan
P2 Kemudahan prosedur pelayanan
P3 Ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan
P4 Integritas pegawai dalam melaksanakan pelayanan

Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar

P> pelayanan dengan hasil yang diberikan



Kode

P6

P7

P8

PO
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Penjelasan

Kompetensi/lkemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

Perilaku petugas dalam memberikan pelayanan terkait kesopanan dan
keramahan

Kualitas sarana dan prasarana unit pelayanan

Penanganan pengaduan pengguna layanan

Analisa penghitungan menggunakan Rumus:

IKM = Total Nilai Persepsi Responden per Parameter X Bobot

Total Parameter yang terisi

Dimana Bobot =1/Jumlah Parameter

=1/9
=0.11

Dengan persepsi nilai sebagai berikut:

Nilai
Persepsi

- o Kategori
Nilai Nilai Interval
. Mutu Mutu Pelayanan
Interval Konversi
Pelayanan

1,00 - 2.59 25,00 - 64,99 D Tidak Baik
2,60 -3,06 65,00 - 76,60 C Kurang Baik
3,06 -353 76,61 - 88,30 B Baik

3,53-4,00 88.,31-100,0 A Sangat Baik
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Indikator ini mengukur keberhasilan dan capaian kinerja Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian terkait pencapaian sasaran pelayanan kepegawaian dan pengembangan
manajemen kepegawaian ASN yang professional di bidang mutasi kepegawaian. Capaian
sasaran strategis yang dituangkan dalam indeks kepuasan masyarakat (instansi atau PNS)
yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam
memperoleh pelayanan kepegawaian dari Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Capaian pengukuran kepuasan
masyarakat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian didapatkan dari rata-rata capaian
indikator utama Indeks Kepuasan Instansi/PNS atas Pelayanan Kepegawaian dari masing-
masing Direktorat yang berada di bawah Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian

Pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan perhitungan
Indeks Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan
menyebarkan survey di aplikasi google form melalui aplikasi
whatsapp dan melalui media zoom meeting. Salah satu
contoh survey kepuasan masyarakat milik Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan yang disebarkan melalui link
https://forms.gle/Aguo84np5LjXEquté dan dapat discan SCAN ME
melalui QR Code sebagai berikut:

Pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan perhitungan Indeks Kepuasan
Masyarakat dilakukan sebanyak 2 (dua) kali per tahun, yaitu pada akhir semester | dan
akhir semester Il. Pada semester |, Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan melakukan
survey terhadap 142 responden dengan hasil survey sebagai berikut:

Data Responden Jumlah | Persentase Hasil Survey Nilai Rata-rata
— Penanganan Pengaduan, Saran, 3.74
dan Masukan
Pusat 102 71.83% Perilaku Pelaksana 3.39
Daerah 40 28.17% |Integritas Pegawai 3.49
Gender Kompetensi Pelaksana 3.40
Pria 91 49.46% Persyaratan 3.49
Wanita 51 27.72% Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.40
Jabatan Mekanisme dan Prosedur 3.41
Jabatan Fungsional 92 50.00% |Sarana dan Prasarana 3.44
Jabatan Struktural 50 27.17% Waktu Penyelesaian 3.20
Nilai Interval Indeks Kepuasan 3.45
Nilai Interval Konversi 86.31
Mutu Pelayanan B (Baik)

Indeks Kepuasan Masyarakat pada semester | adalah 86.31 dengan mutu pelayanan
bernilai B (Baik).



Berdasarkan hasil perhitungan di atas, parameter yang masih perlu menjadi perhatian
adalah parameter ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Nilai rata-rata
parameter ketepatan waktu adalah nilai yang terendah berdasarkan hasil survey semester
| dengan nilai 3.30. Pengembangan aplikasi SIASN dan penambahan jumlah peserta pilot
project instansi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu
Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan dalam memberikan pelayanan.

Pada semester Il, survey dilakukan terhadap 77 responden dengan hasil survey sebagai
berikut:

Data Responden Jumlah | Persentase Hasil Survey Nilai Rata-rata
Wit Penanganan Pengaduan, Saran, 3.65
dan Masukan
Pusat 77 100.00% |Perilaku Pelaksana 3.45
Daerah 0.00% Integritas Pegawai 3.49
Gender Kompetensi Pelaksana 3.51
Pria 46 71.88% Persyaratan 3.40
Wanita 31 48.44% Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.45
Jabatan Mekanisme dan Prosedur 3.51
Jabatan Fungsional 58 31.52% Sarana dan Prasarana 3.36
Jabatan Struktural 19 10.33%  |Waktu Penyelesaian 3.51
Nilai Interval Indeks Kepuasan 3.48
Nilai Interval Konversi 87.05
Mutu Pelayanan B (Baik)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, indeks kepuasan masyarakat semester Il bernilai
B (Baik), dan parameter yang masih perlu menjadi perhatian adalah parameter kualitas
sarana dan prasarana unit pelayanan . Nilai rata-rata parameter kualitas sarana dan
prasarana unit pelayanan adalah nilai yang terendah berdasarkan hasil survey semester I
dengan nilai 3.36. Berdasarkan saran yang ditinggalkan oleh responden pada survey
kepuasan masyarakat dan keluhan yang disampaikan oleh masyarkat yang berkonsultasi
di Pusat Pelayanan Terpadu, belum adanya sistem tracking/lacak yang dapat digunakan
oleh customer untuk melacak progress usulan layanan pengadaan, kepangkatan, dan
mutasi lainnya yang bersangkutan membuat tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas
sarana dan prasarana unit pelayanan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan belum
maksimal. Pada kondisi saat ini, hanya biro kepegawaian instansi saja yang dapat
memeriksa progress usulan layanan pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lainnya.

Indeks kepuasan masyarakat Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan mengalami
peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Terlihat dari peningkatan nilai indeks
kepuasan masyarakat, dimana pada tahun 2021 nilai indeks sebesar 8214 kemudian
meningkat menjadi 86.68 (rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat semester | dan Il)
pada tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh terus meningkatnya digitalisasi
layanan pengadaan dan kepangkatan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat
diberikan dengan lebih optimal.
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Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara menghitung Indeks
Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pensiun didasarkan pada kuesioner yang
disebarkan pada instansi pusat dan instansi daerah dengan total 164 kuesioner. Dari
jumlah tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat untuk pelayanan Direktorat Pensiun PNS
dan Pejabat Negara adalah 87,54 yakni berada dalam interval konversi antara 76,61 - 88,30
dengan sebutan mutu pelayanan baik.

Persentase Hasil Survey IKM

=Pl =pP2 =P3 =P4 uP5 «PG =P7 sP3 =Py

Pada Crafik di atas dapat terlihat parameter yang mencapai nilai tertinggi adalah P4
(integritas pegawai dalam melaksanakan pelayanan) dengan persentase 99.95%.
Sedangkan parameter dengan nilai terendah adalah P9 (kualitas sarana dan prasarana
unit pelayanan) dengan persentase 8342%. Berdasarkan hasil survey, faktor utama
penentu kepuasan pelayanan oleh penerima layanan yakni integritas pegawai dalam
melaksanakan pelayanan. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran di
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara untuk selalu memperbaiki
kinerja dan mengedepankan kualitas pelayanan.

Namun demikian, disadari pula bahwa masih terdapat beberapa faktor yang menjadi
keluhan penerima layanan, salah satunya adalah pada indikator kualitas sarana dan
prasarana unit pelayanan. Hal ini dikarenakan sejak Desember 2022, pelayanan pensiun
telah beralih menggunakan SIASN namun dalam pelaksanaan teknisnya masih terdapat
banyak kendala pada sistem aplikasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat
Pensiun PNS dan Pejabat Negara telah melakukan koordinasi dengan SINKA dalam hal
penyempurnaan aplikasi SIASN dengan bersurat ke SINKA terkait evaluasi pelaksanaan
pelayanan pertek pensiun melalui SIASN agar proses kinerja di lingkungan Direktorat
Pensiun PNS dan Pejabat Negara dapat terlaksana dengan optimal.

Untuk meningkatkan pelayanan, Direktorat Pensiun juga akan terus melakukan inovasi
di tahun 2023 agar pelayanan pensiun menjadi lebih cepat dan target Indeks Kepuasan
Masyarakat dapat terlaksana sesuai dengan target. Namun disadari pula bahwa tingkat
kepuasan masyarakat sangat ditentukan dengan kepentingan yang bersangkutan
sehingga bersifat fluktuatif.
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Berdasarkan dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari 160 responden dari instansi
pengguna layanan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian yang melakukan
penilaian survey kepuasan masyarakat dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Berdasarkan chart tersebut diatas dapat dilihat bahwa setiap unsur parameter yang
dinilai responden, pada tahun 2022 menempatkan indikator pengurusan tanpa biaya
dengan nilai rata-rata 3,894 dengan kategori A (sangat baik), yang menunjukkan bahwa
dalam memberikan pelayanan Direktorat Status dan Kedudukan tidak ada biaya yang
dibebankan kepada masyarakat. Di sisi lain persepsi terendah terhadap kepuasan
pelayanan ada pada indikator kecepatan layanan dengan nilai rata-rata 3,263 dengan
kategori A (sangat baik). Hal ini dikarenakan pelayanan di Direktorat Status dan
Kedudukan Kepegawaian dalam semester pertama tahun 2022 masih manual dan
melakukan pengiriman surat penetapan melalui pos yang masih memakan waktu lama
untuk sampai di instansi sehingga masyarakat masih menilai kecepatan pelayanan masih
kurang dibandingkan dengan indikator lain. Dari perhitungan seluruh parameter tersebut
dapat diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat di lingkungan Direktorat Status dan
Kedudukan Kepegawaian ada pada interval nilai 88

Dalam upaya peningkatan indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan kepegawaian
yang diberikan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian ke depannya akan
meningkatkan pelayanan dengan memberikan fasilitas whatsapp business untuk
mempermudah berbagi informasi dengan stakeholder yaitu instansi.

Perhitungan capaian pengukuran kepuasan masyarakat dari ketiga Direktorat yang telah
dirata-ratakan akan menjadi capaian pengukuran kepuasan masyarakat Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian

Target Realisasi Capaian

87 87.41 100.47
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Indeks kepuasan masyarakat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengalami
peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Terlihat dari peningkatan nilai indeks
kepuasan masyarakat, dimana pada tahun 2021 nilai indeks sebesar 814 kemudian
meningkat menjadi 87.41 (rata-rata nilai indeks kepuasan masyarakat semester | dan Il)
pada tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh terus meningkatnya digitalisasi
layanan mutasi kepegawaian, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan
dengan lebih optimal.

Per tahun 2022, capaian renstra atas indikator indeks kepuasan masyarakat telah
tercapai, dengan prosentase pencapaian sebesar 100.47%, sehingga pada tahun 2023
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian akan menyesuaikan target indikator indeks kepuasan
masyarakat dengan target Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu sebesar 90.

Terget Renstra Reali i 2021 Reali i 2022 Capaian Renstra
2024 ealisasi ealisasi 2024

87 8.4 87.41 100.47%

Sebagai upaya meningkatkan nilai indeks kepuasan masyarakat di tahun 2023, Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian telah menyusun beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan
pada tahun 2023, yaitu sebagai berikut:
1.Berkoordinasi dengan Kedeputian SINKA selaku unit yang berwenang untuk membuat
dan mengembangkan aplikasi, untuk menciptakan sistem tracking yang dapat
diakses oleh customer, tanpa melalui Biro Kepegawaian Instansi. Sehingga diharapkan
customer dapat memantau sendiri progress penyelesaian usulan layanan mutasi
kepegawaian yang diajukan;
2.Berkoordinasi dengan Kedeputian SINKA selaku unit yang berwenang untuk membuat
dan mengembangkan aplikasi, untuk terus menyempurnakan SIASN layanan pensiun,
agar one day service dapat tercapai;
3.Berkoordinasi dengan Kedeputian SINKA selaku unit yang berwenang untuk membuat
dan mengembangkan aplikasi, untuk meningkatkan digitalisasi layanan status dan
kedudukan, sehingga kecepatan pemberian pelayanan dapat ditingkatkan:;
4. Mengoptimalisasi penggunaan aplikasi whatsapp business pada layanan status dan
kedudukan untuk mempermudah berbagi informasi dengan customer.
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Sasaran Strategis :
Terwujudnya kebijakan pelaksanaan manajemen ASN

Indikator Kinerja Utama :
Persentase pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN

Pedoman kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi suatu garis
pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Berikut ini
adalah persentase pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN di
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

Target Renstra 2024 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022 Capaian

100 100 100 100 100

Pada tahun 2021 capaian indikator kinerja utama pemenuhan kebijakan pelaksanaan
manajemen ASN adalah 100%, dengan output berupa 1 (satu) Surat Edaran Kepala BKN
dan 2 (dua) Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Pedoman kebijakan
manajemen ASN yang dikeluarkan setiap tahun bergantung pada kondisi dan situasi pada
tahun itu, sehingga perlu dilakukan prediksi pedoman kebijkaan manajemen ASN yang
akan dibutuhkan pada tahun depan.

Bentuk dari pemenuhan pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN di Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian. adalah penetapan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian
Negara dan Surat Edaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terkait dengan bidang
mutasi kepegawaian, yang terdiri dari:

e .Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 39571/B-MP.01.04/SD/D/2022 tentang
Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat dan Mutasi PNS berbasis Sistem Informasi ASN
(SIASN);

e Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kartu
Pegawai Negeri Sipil Virtual;

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 17766/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang
Usul Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2022 dan Penyesuaian Pangkat bagi Perawat
Berijazah Ners;

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 20334/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang
Daftar Instansi Pilot Project KP SIASN Periode 1 Oktober 2022;
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e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 4825/B-MP.01.02/SD/D/2022 tentang
Persyaratan SPTIM PPPK JF Guru Tahun 2021;

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 782/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang Usul
penetapan NI PPPK Guru Tahap Il Tahun 2021 secara elektronik;

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 1774/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang Usul
Penetapan NIP CPNS Lulusan PTDI-STTD Formasi Pola Pembibitan Pemerintah Daerah
Tahun 2021 secara elektronik;

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 26673/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang
Daftar Instansi Pilot Project Pindah Instansi SIASN Khusus Pindah Instansi ke Instansi
Pusat;

e Surat Edaran Kepala BKN Nomor 5 Tahun 2022 tentang KPLB bagi PNS

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 20316/B.MP.01.01/SD/D/2022 perihal
Penjelasan Pernikahan Bagi PNS/Pensiunan PNS

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 22651/B-MP.02.04/SD/D/2022 perihal
Penjelasan Hapusnya Hak Pensiun Janda/Duda dikarenakan membunuh pasangannya
yang merupakan PNS/Pensiunan PNS

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian No. 21346/B-MP.02.01/SD/D/2022 perihal
Penjelasan Pengesahan Pernikahan yang dilaksanakan di Pengadilan setelah Penerima
Pensiun PNS meninggal dunia

e Surat Edaran Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan CPNS menjadi
PNS lebih dari satu tahun

e Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian no. 35778/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang
pemanfaatan aplikasi SIASN untuk penetapan/perbaikan nama

Formula perhitungan IKU ialah pemenuhan dokumen pedoman kebijakan pelaksanaan
manajemen ASN. Target pedoman kebijakan pelaksanaan manajemen ASN pada tahun
2022, adalah sebagai berikut,

e Penyusunan draft peraturan terkait pelayanan bidang pengadaan dan kepangkatan,
yang terdiri dari draft pertaturan tentang pengadaan PNS dan PPPK, template SK/Pertek
Pengadaan dan Kepangkatan, dan tentang perubahan pangkat dan jabatan

e Penyusunan draft peraturan terkait pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara serta
surat kepala BKN di lingkungan Direktorat Pensiun.

e Penyusunan draft peraturan terkait pelayanan bidang status dan kedudukan
kepegawaian

Dengan demikian, realisasi pada indikator ini adalah 100%. Upaya yang dilakukan untuk
memenuhi IKU ini adalah dengan membuat prediksi pedoman kebijakan pelaksanaan
manajemen ASN dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi pada tahun itu dan
pembuatan draft pedoman kebijakan dilakukan pada secepat mungkin, sehingga pada
akhir tahun seluruh pedoman kebijakan telah terealisasi. Pada tahun 2023 prediksi
pedoman kebijakan yang akan dikeluarkan adalah sebagai berikut:

e Penyusunan draft peraturan terkait pelayanan bidang pengadaan dan kepangkatan,

e Penyusunan draft peraturan terkait pelayanan pensiun PNS dan Pejabat Negara

e Penyusunan draft peraturan terkait pelayanan bidang status dan kedudukan
kepegawaian
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Sasaran Strategis :

Terwujudnya pelayanan bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan
SOP

Indikator Kinerja Utama:

Persentase penyelesaian bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan
SOP

Capaian atas indikator kinerja utama persentase penyelesaian bidang mutasi
kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP didapatkan dari rata-rata capaian indikator
kinerja utama masing-masing Direktorat di bawah Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.
Berikut adalah jenis-jenis layanan dan capaian yang ada pada masing-masing Direktorat
di bawah Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

Pelayanan Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan terdiri dari:
1.Pengadaan CASN
2.Kenaikan Pangkat IV/b ke bawah
3.Kenaikan Pangkat IV/c ke atas
4.JF Utama (Pengangkatan/pemindahan/pemberhentian yang penetapannya menjadi
kewenangan presiden)
5.Pencantuman Gelar
6.Kartu Pegawai
7.Kartu Istri dan Kartu Suami
8.Pindah Instansi
9.Peninjauan Masa Kerja
10.Mutasi Lain
11.Penugasan
12.Pengalihan

Persentase penyelesaian pelayanan bidang pengadaan dan kepangkatan dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut,

Target Realisasi Capaian

100 103.65 103.65
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Penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada Direktorat Pengadaan dan
Kepangkatan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan nilai realisasi sebesar
103.65%. Nilai tersebut merupakan rata-rata dari tiga kelompok pelayanan pada Direktorat
Pengadaan dan Kepangkatan. yaitu layanan pengadaan, kepangkatan, dan mutasi lain-
lain. Dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Layanan Target Realisasi Capaian
Penetapan NIP 66.418 NIP 60.883 NIP 91.66%
Penetapan Kenaikan 140.000 155.806
111.29%
Pangkat Pertek/SK Pertek/SK
Penetapan Mutasi Lain- 60.000 64.803 108%
lain Pertek/SK Pertek/SK 0

Penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada Direktorat Pengadaan dan
Kepangkatan pada tahun 2021 adalah sebesar 106.94%, hal ini dikarenakan terdapat
perubahan jadwal pengadaan CPNS tahun anggaran 2021 yang semula ditetapkan
sejumlah 35.000 formasi tetapi yang diusulkan dan diselesaikan di BKN sejumlah 9.404
NIP (26,89%). Oleh karena itu terlihat seakan-akan ada penurun realisasi dari tahun 2021 ke
tahun 2022, dari nilai realisasi sebesar 106.94% ke 103.65%.

Pelayanan Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara terdiri dari:
1.Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda dudanya
2.Pertimbangan Teknis Pejabat Negara
3.SK Pensiun Janda Duda Pejabat Negara
4. Mutasi Keluarga

Persentase penyelesaian pelayanan bidang pensiun PNS dan Pejabat Negara dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut,

Target Realisasi Capaian

100 120 120
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Pada Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, penyelesaian
pelayanan mencapai lebih dari 100. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan beban kerja
yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, banyaknya usulan pensiun TMT
2023 yang sudah diusulkan di tahun 2022 menjadi faktor peningkatan beban kerja
dimana untuk Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sendiri layanan
Pertek Pensiun PNS mengalami kenaikan sebesar 40.3%.

Jumlah usul yang masuk dan telah diselesaikan adalah sebesar 71137 pertimbangan
teknis dan surat keputusan pensiun, sementara target yang telah ditetapkan adalah
sebesar 50.700.

Pelayanan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian terdiri dari:
1.CLTN
2.Pengaktifan Kembali
3.Tewas
4. Perbaikan Data

Persentase penyelesaian pelayanan bidang Status dan Kedudukan Kepegawaian dapat
dilihat dalam tabel sebagai berikut,

Target Realisasi Capaian

100 100 100

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada berkas surat penetapan dan nota
persetujuan yang telah diselesaikan Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian dapat
diperoleh nilai persentase sebesar 100% dimana target tahun 2022 adalah sebesar 2500
berkas dan yang terselesaikan adalah sebesar 2500 berkas.

Dalam peningkatan pelayanan bidang status dan kedudukan kepegawaian yang sesuai
dengan NSPK dan SOP di tahun yang akan datang, Direktorat Status dan Kedudukan
Kepegawaian melakukan perubahan dengan menerapkan timeline dalam pengiriman
surat yang hanya dapat dilakukan seminggu sekali harus diselesaikan maksimal pada hari
Kamis agar pada akhir minggu yaitu hari Jumat dapat dilakukan pengiriman, dengan
begitu dapat meminimalisir lamanya surat yang sampai ke instansi. Selain itu telah
dilakukan perubahan dalam pembagian wilayah kerja, dimana semua pegawai di teknis
mempunyai tanggung jawab satu kanreg untuk satu orang dan mencakup seluruh
permasalahan dari status kepegawaian hingga kedudukan kepegawaian.
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capaian Indikator Kinerja Utama persentase penyelesaian pelayanan bidang mutasi
kepegawaian sesuai dengan NSPK dan SOP diperoleh dengan formula sebagai berikut:

Presentase Capaian = (Berkas yang diselesaikan/Target Tahunan) x 100%

Capaian Indikator Kinerja Utama persentase penyelesaian pelayanan bidang mutasi
kepegawaian adalah nilai rata-rata dari masing-masing Direktorat yang berada di bawah
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian.

Target Renstra 2024 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022 Capaian

100 184.12 100 107.88 107.88

Indikator Penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun
2021 realisasi capaian indikator penyelesaian pelayanan bidang mutasi kepegawaian pada
Deputi Bidnag Mutasi Kepegawaian adalah sebesar 184.12%, Realisasi yang terlalu tinggi
tersebut mengindikasikan bahwa jumlah target yang ditentukan pada tahun 2021 kurang
tepat, sehingga pada tahun 2022 ini jumlah target ditentukan sedemikian rupa agar
realisasi IKU tersebut berada di bawah 120%.

Efisiensi Sumber Daya pada indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut:

Target Realisasi Capaian Pagu Anggaran Lol Efisiensi
9 P g 99 Anggaran
100 107.88 1.0788 2.172.713.000 2.165.222.437 7.62%

Efisiensi = (( Pagu Anggaran x Capaian Kinerja) - Realisasi Anggaran
g ele P J g9 X 100%

Pagu Anggaran x Capaian Kinerja

= ((2172.713.000 x 1.0788) - 2.165.222.437
X 100%

2.172.713.000 x 1.0788

= 7.62%



Sasaran Strategis :

Terwujudnya pelayanan bidang mutasi kepegawaian sesuai dengan NSPK dan
SOP

Indikator Kinerja Utama :
Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian

Persentase tingkat kesalahan pelayanan kepegawaian dapat dilihat dalam tabel sebagai
berikut;

.. Realisasi .
Target Renstra 2024 Realisasi 2021 Target 2022 2022 Capaian
0% 0.008% 0% 0.051% 99.95%

Pengukuran tingkat kesalahan dilakukan dari perhitungan jumlah surat permintaan
perbaikan yang masuk ke Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Perbaikan yang dimaksud
adalah perbaikan masa kerja, perbaikan gaji, perbaikan pendidikan dan gelar. Hal ini
diakibatkan oleh kesalahan dalam aplikasi. Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur
tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian,
semakin rendah tingkat kesalahan yang dilakukan semakin baik kualitas pelayanan yang
diberikan.

Pada tahun 2022 target persentase tingkat kesalahan adalah 0% dan realisasinya
adalah 0,051% yang artinya bahwa masih terdapat kesalahan dalam penetapan pelayanan
mutasi kepegawaian, hal tersebut menjadi catatan penting bagi Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Terdapat peningkatan realisasi dari
tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini diakibatkan karena masih terdapat data ASN yang tidak
valid sehingga perlu dilakukan perbaikan pada output layanan yang telah ditetapkan.

Untuk memperbaiki hal tersebut pada tahun 2023, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
terus berkoordinasi dengan Instansi Pusat dan Daerah agar melakukan peremajaan data
bagi data-data PNS yang belum valid. Peningkatan digitalisasi pada layanan mutasi
kepegawaian juga diharapkan dapat menurunkan tingkat kesalahan dalam penetapan
output layanan mutasi kepegawaian untuk menuju tingkat kesalahan 0% sesuai target
renstra 2024.
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Sasaran Strategis :
Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN

Indikator Kinerja Utama:
Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital

Persentase jumlah pelayanan bidang mutasi kepegawaian yang semula dilakukan
secara manual kemudian diubah menjadi pelayanan yang berbasis elektronik dengan
memanfaatkan aplikasi digital. Pelayanan yang dimaksud terdiri dari:

1.Pengadaan CASN
2.Kenaikan Pangkat IV/b ke bawah
3.Kenaikan Pangkat IV/c ke atas
4.JF Utama (Pengangkatan/pemindahan/pemberhentian yang penetapannya menjadi
kewenangan presiden)
5.Pencantuman Gelar
6.Kartu Pegawai
7.Pindah Instansi
8.Penugasan
9.Pengalihan
10.Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda dudanya
11.Pertimbangan Teknis Pejabat Negara
12.SK Pensiun Janda Duda Pejabat Negara
13.Mutasi Keluarga
14.Perbaikan Data

Terdapat 14 dari total 20 layanan yang telah terdigitalisasi di Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian. Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital dapat dilihat
dalam tabel sebagai berikut

Target Renstra 2024 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022 Capaian

77% 73.33% 85% 70% 82.35%
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Target IKU presentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian ditetapkan melebihi target renstra 2024 dikarenakan Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian mengikuti target Kepala BKN yaitu 85%. Capaian renstra pada tahun
2022 telah mencapai 90.91%.

Belum semua layanan manajemen ASN telah terdigitalisasi pada tahun 2022, hal ini
disebabkan karena beberapa aplikasi masih dalam tahap pembangunan di Kedeputian
Sistem Informasi Kepegawaian. Posisi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian hanya sebagai
pengguna aplikasi sedangkan yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk
membuat aplikasi layanan mutasi kepegawaian ada pada Kedeputian Sistem Informasi
Kepegawaian. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengajukan proses bisnis layanan di
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian kepada Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian,
agar Kedeputian Sistem Informasi Kepegawaian dapat membangun aplikasi yang
dibutuhkan. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga berkoordinasi dengan Kedeputian
Sistem Informasi Kepegawaian agar progress penyelesaian aplikasi tersebut dapat
termonitor dengan baik dan dapat segera terselesaikan.

Pada tahun 2023 layanan manajemen yang telah diajukan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian untuk didigitalisasi adalah sebagai berikut:

1.Kartu Istri dan Kartu Suami
2.Peninjauan Masa Kerja
3.Mutasi Lain

4.CLTN

5.Pengaktifan Kembali
6.Tewas

Pada tahun 2021, realisasi indikator kinerja utama presentase layanan manajemen ASN
yang berbasis digital adalah sebesar 73.33%, dan mengalami penurunan pada tahun 2022
menjadi sebesar 70%. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan definisi untuk indikator
kinerja utama Persentase layanan manajemen ASN yang berbasis digital pada tahun 2021
dan tahun 2022. Pada tahun 2021 definisi indikator kinerja utama Persentase layanan
manajemen ASN yang berbasis digital adalah Persentase jumlah pelayanan bidang mutasi
kepegawaian yang semula dilakukan secara manual kemudian diubah menjadi pelayanan
yang berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi digital. Namun pada tahun 2022
definisi indikator ini berubah menjadi Persentase jumlah pelayanan bidang mutasi
kepegawaian yang semula dilakukan secara manual kemudian diubah menjadi pelayanan
yang berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi digital, mulai dari pengiriman usul
hingga hasil output keluaran berupa dokumen digital. Oleh karena itu terdapat
perbedaan jumlah realisasi antara tahun 2021 dan tahun 2022.



Terdapat perubahan jumlah layanan dari tahun 2021 ke 2022, dimana pada
tahun 2021 jumlah layanan adalah 15 (lima belas) layanan, kemudian pada tahun
2022 menjadi 20 (dua puluh) layanan. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan
klasifikasi layanan yang dibuat menjadi lebih terperinci di tahun 2022. Beberapa
layanan yang semula diklasifikasikan dalam 1 (satu) layanan dipecah menjadi
beberapa layanan. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1.Layanan pada Direktorat Status dan Kedudukan yang semula terdiri dari 2
(dua) layanan yang terdiri dari layanan status dan layanan kedudukan,
diperinci menjadi 4 (empat) layanan yang terdiri dari layanan CLTN, layanan
pengaktifan kembali, layanan penetapan tewas, dan layanan perbaikan data

2.Layanan mutasi lain-lain pada Direktorat Pengadaan dan Kepangkatan,
diperinci menjadi 4 (empat) layanan terpisah yaitu, layanan pencantuman

gelar, layanan penugasan, layanan pengalihan, dan layanan mutasi lainnya

Klasifikasi layanan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dibuat menjadi lebih
terperinci di tahun 2022, dengan mempertimbangkan output yang dihasilkan
oleh masing-masing layanan tersebut. Layanan yang semula diklasifikasikan
menjadi 1 (satu) layanan dipecah menjadi beberapa layanan dikarenakan

memiliki output yang berbeda-beda.

Upaya yang dilakukan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian di tahun 2023
untuk meningkatkan realisasi indikator kinerja utama persentase layanan
Mmanajemen ASN yang berbasis digital adalah sebagai berikut,

e Melakukan penyederhanaan proses bisnis di layanan mutasi kepegawaian

Penyederhanaan proses bisnis pada layanan mutasi kepegawaian dapat
membantu menyederhanakan tahapan proses bisnis digitaliasi layanan tersebut.
Sehingga pembuatan aplikasi untuk layanan yang belum terdigitalisasi
diharapkan dapat menjadi lebih cepat.
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e Melakukan kolaborasi dengan stakeholder eksternal dan internal

Dalam rangka pembangunan dan pengembangan aplikasi SIASN guna meningkatan
digitalisasi layanan bidang mutasi kepegawaian, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terus
melakukan kolaborasi dengan Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian selaku
pengembang aplikasi SIASN. Selain itu Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian juga
berkolaborasi dengan instansi pusat dan daerah selaku pengguna aplikasi SIASN.

e Melakukan percepatan layanan kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi lainnya
Percepatan layanan kenaikan pangkat, pensiun, dan mutasi lainnya diharapkan dapat
menekan digitalisasi layanan tersebut untuk terus ditingkatkan, karena adanya tuntutan

untuk terus memenuhi kebutuhan PNS dalam mendapatkan layanan manajemen PNS
yang cepat, tepat, dan transparan.

Sasaran Strategis :
Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN

Indikator Kinerja Utama::
Persentase layanan manajemen ASN yang terintegrasi dengan SIASN

Persentase jumlah pelayanan bidang mutasi kepegawaian yang berbasis elektronik .
yang telah diterintegrasi dengan SIASN dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Target Realisasi Capaian

76% 65% 85.53%

Persentase jumlah pelayanan bidang mutasi kepegawaian yang telah diterintegrasi
dengan SIASN adalah sebesar 85.53% dari total seluruh layanan yang ada pada Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian. Pelayanan yang dimaksud terdiri dari:
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1.Kenaikan Pangkat IV/b ke bawah
2.Kenaikan Pangkat IV/c ke atas
3.JF Utama (Pengangkatan/pemindahan/pemberhentian yang penetapannya menjadi
kewenangan presiden)
4. Pencantuman Gelar
5.Kartu Pegawai
6.Pindah Instansi
7.Penugasan
8.Pengalihan
9.Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Janda Dudanya
10.Pertimbangan Teknis Pejabat Negara
11.SK Pensiun Janda Duda Pejabat Negara
12.Mutasi Keluarga
13.Perbaikan Data

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor 20334/B-
MP.01.01/SD/D/2022 tentang Daftar Instansi Pilot Project Kenaikan Pangkat SIASN Periode
1 Oktober 2022, terdapat 23 instansi pusat dan 177 instansi daerah yang menjadi pilot
project SIASN pada periode kenaikan pangkat bulan Oktober 2022. Sementara untuk
layanan pindah instansi, berdasarkan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor
26673/B-MP.01.01/SD/D/2022 tentang Daftar Instansi Pilot Project Pindah Instansi SIASN
Khusus Pindah Instansi ke Instansi Pusat, terdapat 16 instansi pusat yang menjadi pilot
project layanan pindah instansi per 10 Agustus 2022. Pada layanan pencantuman gelar,
per 1 Desember 2022 seluruh instansi telah mengusulkan pencantuman gelar melalui
aplikasi SIASN.

Pada bulan Desember tahun 2022 seluruh layanan manajemen ASN di Lingkungan
Direktorat Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sudah terintegrasi dengan
SIASN. Disamping itu, terdapat aplikasi layanan bagi janda/duda pensiunan yang
terintegrasi melalui aplikasi TOOS dan SIASN yang mana pengembangan layanan aplikasi
ini dilakukan oleh Taspen dan BKN. Dalam tahun 2022 Direktorat Status dan Kedudukan
Kepegawaian telah melakukan integrasi pelayanan manajemen dengan SIASN untuk
layanan perbaikan nama dan perbaikan elemen NIP.

Pada tahun 2023 Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mengarahkan seluruh instansi
pusat dan daerah agar menggunakan SIASN untuk layanan-layanan yang telah
terintegrasi dengan SIASN. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian terus berkoordinasi
dengan Deputi SINKA untuk mengintegrasikan layanan-layanan mutasi kepegawaian
yang belum terdigitalisasi ke dalam aplikasi SIASN, sehingga diharapkan di tahun 2024
seluruh layanan mutasi kepegawaian telah terintegrasi dengan SIASN.
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Sasaran Strategis :

Terlaksananya monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian

Indikator Kinerja Utama::

Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian

Capaian dari indikator kinerja utama tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:

Target Realisasi Capaian

2 2 100%

Monitoring adalah upaya mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator
tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai
dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Evaluasi dilakukan pada akhir
kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program.
Monitoring dan evaluasi pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
dilakukan dua kali dalam satu tahun. Kegiatan dilakukan pada bulan Juli dan Desember
tahun 2022.

Monitoring dan evaluasi semester | pada eputi Bidang Mutasi Kepegawaian dilakukan
pada bulan Juli tahun 2022, yang dihadiri oleh perwakilan pada masing-masing
Direktorat. Monitoring dan evaluasi semester Il dilakukan pada bulan Desember tahun
2022.
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Rapat Monitoring dan Evaluasi Semester |
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Rapat Monitoring dan Evaluasi Semester Il
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
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Sasaran Strategis :
Terwujudnya ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang
kompeten, profesional dan berintegritas

Indikator Kinerja Utama :
Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Pengukuran dan penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur
4 (empat) dimensi, yang meliputi dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
Masing-masing dimensi memiliki bobot penilaian dan kategori. Dimensi kualifikasi
memiliki bobot penilaian sebesar 25%. Dimensi kompetensi memiliki bobot penilaian
sebesar 40%. Dimensi kinerja memiliki bobot penilaian sebesar 30%, dan dimensi disiplin
memiliki bobot 5%. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, pegawai diangap
semakin professional apabila memiliki tingkat kualifikasi pegawai yang tinggi, kompetensi
yang diterima baik secara internal maupun eksternal yang memenuhi kompleksitas
jabatannya dan semakin rendahnya tingkat pelanggaran disiplin. Perolehan indeks
profesionalitas dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1.Nilai IP 50 - 60, Kategori sangat rendah;
2.Nilai IP 61 - 70, Kategori rendah;

3.Nilai IP 71 - 80, Kategori sedang:

4. Nilai 81 - 90, Kategori tinggi; dan

5.Nilai 91 - 100, Kategori sangat tinggi.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Perhitungan Nilai Indeks Profesionalitas yang
dilakukan Biro Sumber Daya Manusia, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mendapatkan
nilai Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut,

Target Renstra 2024 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022 Capaian

79 753 80 65.99 82%

Target IKU indeks profesionalitas ASN di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
ditetapkan melebihi target renstra 2024 dikarenakan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
mengikuti target Kepala BKN yaitu 80%. Capaian renstra untuk IKU ini telah mencapai
83.53%.
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Pada periode ini, pengukuran Indeks Profesionalitas yang dilaksanakan oleh Biro SDM
menggunakan penilaian yang merupakan tarikan data dari SAPK. Berdasarkan
pengukuran tersebut, nilai masing-masing dimensi yang didapatkan oleh Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian adalah sebagai berikut:

No. Dimensi Dit. PK Dit. Pensiun Dit. SKK
1. Kualifikasi 14.32 1.5 13.75
2. Kompetensi 22.30 20.25 23.78
3. Kinerja 26.25 2475 26.56
4, Disiplin 475 5 475

Pada periode 2022 ini, indeks profesionalitas Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, indeks profesionalitasi
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah sebesar 75.80, sedangkan pada tahun 2022 ini
turun menjadi 65.99 atau sebesar 9,81 poin. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya pegawai di
lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang mengikuti diklat, pelatihan, atau
pengembangan kompetensi lainnya pada tahun 2022. Untuk menanggulangi hal
tersebut, pada akhir tahun 2022 ini Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mulai melakukan
kegiatan Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri (CMB) di lingkungan pegawai DDeputi
Bidang Mutasi Kepegawaian. Kegiatan Coaching, Mentoring, dan Belajar Mandiri ini
memanfaatkan atasan dan rekan kerja sebagai coach dan mentor bagi pegawai di
lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, sehingga pengembangan kompetensi
pegawai tetap dapat dilakukan. Salah satu kegiatan mentoring yang telah dilakukan di
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian adalah pembuatan Surat Keputusan Kenaikan
Pangkat golongan IV/c ke atas yang kewenangannya diberikan kepada Kepala BKN
melalui SIASN.

Penurunan nilai indeks profesionalitas Kedeputian Bidang Mutasi kepegawaian juga
diakibatkan oleh perubahan perhitungan nilai indeks profesionalitasi Deputi, yang semula
perhitungannya digabungkan dengan nilai IP masing-masing Direktorat di bawah Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian namun sekarang digabungkan dengan perhitungan Indeks
Profesionalitas Pejabat Tinggi BKN.
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Kegiatan Mentoring Pembuatan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan IV/c ke Atas yang
Kewenangannya Diberikan Kepada Kepala BKN Melalui SIASN

Sasaran Strategis :

Terwujudnya sistem informasi internal di lingkungan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian

Indikator Kinerja Utama:

Persentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di lingkungan Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian

Presentase pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di lingkungan Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian adalah sebagai berikut,

Target Realisasi Capaian

100 100 100%



Sistem informasi sebagai sarana penunjang pelayanan kepegawaian harus handal, dan

mudah diakses untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran yang

menggambarkan pemanfaatan system informasi terstandar yang disediakan oleh BKN

untuk pengelolaan internal Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian. Sistem informasi yang

digunakan adalah sebagai berikut

Target Realisasi
1. Aplikasi presensi kehadiran
2. Aplikasi presensi
3. Aplikasi kepegawaian
4, Aplikasi kinerja

Aplikasi pengelolaan barang inventory

(SIONI)
6. Aplikasi barang dan jasa (SIMONBAJA)
7. Aplikasi e-Travel
8. Aplikasi digital signature
0. Aplikasi penyimpanan

Capaian

Location Based Presence

https://presensi.bkn.go.id/

http://simpeg.bkn.go.id/

https://kinerja.bkn.go.id/

http://sioni.bkn.go.id/

https://simonbaja.bkn.go.id/

http://etravel.bkn.go.id/

https://ds.bkn.go.id/

https://loker.bkn.go.id/

Pemanfaatan sistem informasi yang terstandar di lingkungan Deputi Bidang Mutasi

Kepegawaian berguna untuk menyelaraskan sistem informasi dengan yang ada di BKN

serta untuk mendukung kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
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https://presensi.bkn.go.id/
http://simpeg.bkn.go.id/
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Sasaran Strategis :
Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang
efektif, efisien, dan beriorientasi layanan prima

Indikator Kinerja Utama :
Indek pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian

Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Mutasi adalah sebagai berikut,

Target
Target Renstra 2024 Realisasi 2021 2 022 Realisasi 2022 Capaian
35 33.61 34 32.62 95.94%

Capaian realisasi yang didapat di tahun 2022 adalah sebesar 95.94%, sedangkan per 2022
ini capaian renstra telah mencapai 93.2%. Realisasi tahun 2022 didapat dari penilaian
mandiri reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi, Berdasarkan

penilaian atas unsur pemenuhan dan reform didapatkan beberapa hasil sebagai berikut,

Unsur POKJA Nilai
Manajemen Perubahan 1.78
Deregulasi Kebijakan 0.75

Penataan dan Penguatan 2
Penataan Tata Laksana 0.88

Pemenuhan

Penataan Sistem 1.28

Penguatan Akuntabilitas 2.31
Penguatan Pengawasan 2.05

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1.98
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Unsur POKJA Nilai
Manajemen Perubahan 2.59
Deregulasi Kebijakan 2
Penataan dan Penguatan 15
Penataan Tata Laksana 3.75
Reform
Penataan Sistem 2
Penguatan Akuntabilitas 212
Penguatan Pengawasan 1.9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3.75

Berdasarkan hasil penilaian tersebut POKJA penguatan akuntabilitasi pada unsur
reform mendapatkan bobot nilai terkecil dengan presentase 56%. Terdapat beberapa
catatan yang perlu diperhatikan yaitu:

1.Highlight reform yaitu pada pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja yang
terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran;

2.Kondisi BKN saat ini masih dalam proses pembangunan sistem informasi kinerja yang
sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 6 Tahun 2022;

3.Aplikasi terintegrasi yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran, Saat ini
aplikasi yang terintegrasi hanya dari sisi sistem perencanaan anggaran dan keuangan,
belum dari sisi sistem informasi kinerja;

4. Pemberian reward dan punishment perlu adanya regulasi maupun mekanisme yang

berdasarkan pada capaian kinerja organisasi

Beberapa langkah telah dilakukan berdasarkan catatan penilaian tersebut, yaitu
1.Pemberian evidence pemanfaatan aplikasi SAKTI, SPEKTRA, dan SAS
2.Pemberian regulasi reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja organisasi
berupa Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian,

Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di BKN
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Terdapat penurunan nilai indeks reformasi birokrasi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
dari tahun 2021 ke tahun 2022 sebesar 0.99. Hal ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut,
1.Kurangnya evidence dokumen pada beberapa POKIJA
2.Belum adanya rencana kerja dan monitoring evaluasi pada beberapa POKJA
3.Kurangnya dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan berupa undangan, notulen,
daftar hadir, dan foto kegiatan

4.Belum adanya Standar Kompetensi Jabatan

Upaya yang akan dilakukan oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pada tahun 2023
untuk mencapai target renstra 2024 adalah sebagai berikut,
1.Membentuk tim Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian tahun 2023;
2.Mendokumentasikan setiap kegiatan yang dapat dijadikan evidence untuk penilaian
Reformasi Birokrasi di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian;
3.Mengumpulkan dokumen evidence Reformasi Birokrasi pada satu drive;
4.Menyusun rencana kerja dan monitoring evaluasi pada seluruh POKJA;
5.Menyusun Standar Kompetensi Jabatan.



56

Sasaran Strategis :
Terwujudnya birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian yang
efektif, efisien, dan beriorientasi layanan prima

Indikator Kinerja Utama:
Skor atas hasil evaluasi akuntabilitasi kinerja di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Evaluasi akuntabilitas kinerja di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dilaksanakan
terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu perencanaan Kkinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian telah mengumpulkan dokumen-dokumen SAKIP pada tahun 2022

Deputi berupa:

* Renstra Tahun 2020 - 2024

¢ Perjanjian Kinerja Tahun 2022

* Manual IKU Tahun 2022

e Rencana Kerja Tahun 2022

* Rencana Aksi Tahun 2022

e Laporan Capaian Kinerja Triwulan | Tahun 2022
e |aporan Capaian Kinerja Triwulan Il Tahun 2022
e Laporan Capaian Kinerja Semester | Tahun 2022
e Laporan Capaian Kinerja Triwulan Ill Tahun 2022
e Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022
e Laporan Capaian Kinerja Semester Il Tahun 2022

e Laporan Kinerja Tahun 2021

Capaian indikator kinerja utama Skor atas hasil evaluasi akuntabilitasi kinerja di Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian adalah sebagai berikut,

Target Renstra 2024 Realisasi 2021 Target 2022 Realisasi 2022 Capaian

67 66.25 67 69.2 103%

Capaian IKU hasil evaluasi akuntabilitasi kinerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
pada tahun 2022 adalah 103%. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian menetapkan target
2022 melebihi target renstra 2022 (senilai 66) dikarenakan pada tahun 2021 realisasi IKU
hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah melampai target tersebut, dengan nilai 66.25,
sehingga pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 67.
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Pada tahun 2022, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mendapatkan skor atas hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 69,2 dengan rincian nilai sebagai berikut:

Komponan yang dinilai Bobot Nilai
Perencanaan Kinerja 30 2130
Pengukuran Kinerja 30 20.40

Pelaporan Kinerja 15 9.75
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25 17.75
Nilai Hasil Evaluasi 69.20

Tingkat Akuntabilitasi Kinerja B

Tingkat akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian memperoleh predikat B,
yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik , memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Berikut ini adalah poin-poin yang perlu
diperbaiki berdasarkan hasil penilaian Inspektorat,

Perencanaan Kinerja

¢ |ndikator Kinerja Utama belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Hal tersebut
dapat dilihat bahwa masih terdapat 1 IKU yang bersifat output dan belum
menggambarkan outcome yaitu ‘Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
pekerjaan di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian” dengan target sejumlah
2 dokumen.

e Perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan belum
sepenuhnya berdasarkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan belum
mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik. Hal terseut dapat dilihat bahwa dalam LK3J
Tahun 2021 terdapat 4 IKU yang tidak tercapai, dan dokumen Renja maupun Rencana
kinerja 2022 tidak menyebutkan rekomendasi maupun upaya perbaikan atas target
IKU yang tidak tercapai tersebut
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Pengukuran Kinerja

Pengumpulan data kinerja dan pengukuran kinerja belum memanfaatkan teknologi
informasi secara maksimal

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar penempatan/penghapusan
jabatan struktural maupun fungsional

Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam penyesuaian
strategi pencapaian tujuan hal itu tergambar dalam Laporan Kinerja yang tidak
mengungkapkan capaian realisasi untuk 5 IKU, dan tidak mengungkapkan kendala
yang dihadapi terutama dalam IKU yang tidak mencapai target, serta rencana aksi
tahun berjalan tidak membahas strategi penyelesaian masalah dalam usaha
pencapaian tujuan

Berdasarkan hasil survei dari tim SPIP, didapatkan bahwa beberapa pegawai masih
kurang memahami cara pencapaian kinerja dalam SKP

Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan standar, karena Laporan
kinerja hanya mengungkapkan 8 IKU dari 13 IKU yang ada pada Perjanjian Kinerja
Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas,
penggunaan anggaran, dan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
Laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. Hal
tersebut dapat dilihat bahwa capaian target dalam LKJ Tahun 2021 terdapat 4 IKU
yang tidak tercapai, dari 4 |IKU tersebut hanya 2 yang menguraikan
permasalahan/kendala yang dihadapi, dan rekomendasi yang disebutkan di dalam LKJ

belum linear dengan permasalahan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Belum melakukan monitoring pencapaian target jangka menengah sampai dengan
tahun berjalan dengan terjadual dan Mekanisme atau SOP yang jelas mengenai
monitoring Renstra secara periodic

Belum Memanfaatkan hasil monitoring rencana aksi dalam hal penyusunan strategi
pencapaian target, peningkatan kinerja dan alternatif solusi perbaikan kinerja

Belum memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja

Belum memonitor pencapaian target kinerja eselon Ill dan IV dan dituangkan dalam
bentuk notulen dengan memberikan rekomendasi perbaikan

Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan
pemantauan kinerja secara berkala

Laporan kinerja belum menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian2

kinerja outcome atau output penting
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Penyusunan Laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja yang
memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya sampai dengan
jangka menengah dan pembandingan lain yang diperlukan;

e Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum didukung oleh data yang dapat
diandalkan;

¢ |Informasi kinerja yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;

e Evaluasi program yang dilaksanakan belum digunakan dalam rangka menilai
keberhasilan program dan memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan dan
peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

e Hasil Evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan
pelaksanaan program dimasa yang akan datang dan hasil evaluasi rencana aksi belum
ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata;

¢ |Informasi kinerja belum dapat diandalkan

e Capaian kinerja belum didukung analisis yang memadai.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Deputi
Bidang Mutasi di tahun 2023 adalah sebagai berikut,
1.Melakukan monitoring pencapaian target jangka menengah sampai dengan tahun
berjalan
2.Melakukan evaluasi terhadap permasalahan untuk IKU
3.Memanfaatkan IKU untuk penilaian kinerja
4.Menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja outcome atau
output penting pada Laporan Kinerja
5.Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan pembandingan data kinerja yang
Mmemadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya sampai dengan
jangka menengah dan pembandingan lain yang diperlukan
6.Melampirkan evidence dalam Laporan Kinerja
7.Menyusun laporan capaian kinerja dengan analisis yang memadai.
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Sasaran Strategis :
Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian secara
efisien dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama:
Persentase realisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Capaian indikator kinerja utama realisasi anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian adalah sebagai berikut,

Target Realisasi Capaian

100 99.75 99.75%

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian mampu melaksanakan kegiatan dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 2.165.222.437,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus
Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga puluh Tujuh Rupiah) atau 99,75 % dari anggaran
sebesar Rp 2.172.713.000,-(Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Belas
Ribu Rupiah).

Terdapat 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan 9 (sembilan) Rincian Output
pada Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, berikut adalah realisasi dari pagu anggaran
masing-masing RO:

q .. Presentase
Rincian Output Anggaran Realisasi
penyerapan
Penetapan NIP Rp. 181.694.000,- Rp. 143.053.281 78.73%
Penetapan Kenaikan Pangkat Rp. 343.299.000,- Rp. 341.285.409 99.41%
Penetapan Mutasi Lainnya Rp. 157.982.000,- Rp. 135.845.940 85.99%
Pertek P iun PNS dan Pejabat
ertexmensiun an Fejaba Rp. 652.445.000 Rp. 650.570.645 99.71%
Negara
P K k
enetapan Status dan Kedudukan Rp. 675.759.000 Rp. 674185165 99.77%

Kepegawaian



q .. Presentase
RIncian Output Anggaran Realisasi

Penyerapan
SKP iun Janda/Dud
SRR S/edes Rp. 67.375.000 Rp. 66.866.055 99.24%
Pejabat Negara
Nota Persetujuan CLTN Rp. 92.159.000 Rp. 91.728.992 99.53%

Terdapat peningkatan realisasi anggaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian pada
tahun 2022 ini, dimana sebelumnya pada tahun 2021 realisasi anggaran Deputi Bidang
Mutasi Kepegawaian adalah sebesar 99.03%. Hal ini mengindikasikan bahwa
pemanfaatan anggaran Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian semakin meningkat dan
efisien.

Sasaran Strategis :
Terkelolanya anggaran di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian secara
efisien dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama:
Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksanaan oleh BPK/Inspektorat
di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian

Capaian indikator kinerja utama Persentase tindak lanjut temuan hasil
audit/pemeriksanaan oleh BPK/Inspektorat di lingkungan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian adalah sebagai berikut,

Target Realisasi Capaian

100 100 100%

Pada tahun 2022 tidak terdapat temuan atas hasil audit/pemeriksaan oleh BPK maupun
Inspektorat di lingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian, sehingga dapat
disimpulkan bahwa Persentase tindak lanjut temuan hasil audit/pemeriksanaan oleh
BPK/Inspektorat telah mencapai 100% dalam realisasinya.
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Realisasi capaian kinerja pada indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian selama tahun anggaran 2022 dapat terealisasi dengan
capaian rata-rata nilai Baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen seluruh jajaran di Deputi

Bidang Mutasi Kepegawaian untuk selalu memperbaiki kinerja. Berikut ini adalah rincian

Nilai Kinerja Perspektif (NKP) Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian,

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Instansi/PNS atas
Pelayanan Kepegawaian

Persentase pemenuhan pedoman kebijakan
pelaksanaan manajemen ASN

Persentase penyelesaian pelayanan bidang
Mutasi Kepegawaian sesuai dengan NSPK
dan SOP

Presentase Tingkat Kesalahan Pelayanan
Kepegawaian

Persentase Layanan Manajemen ASN yang
Berbasis Digital

Persentase layanan Manajemen ASN yang
terintegrasi dengan SIASN

Tersedianya dokumen monitoring dan
evaluasi pekerjaan di lingkungan
Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian

Capaian

100.47%

100%

107.88%

99.95%

82.35%

85.53%

100%

NSS

100.47

100

103.92

83.94

100

NKP

33.49

32.32



Indikator Kinerja Utama Capaian NSS NKP

Indeks Profesional ASN di Lingkungan

. . . . 82% 82.48
Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian °
P f i Inf i
ersentase pemanfaatan Sistem Informasi 100% 100
yang terstandar
Indek pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 96%
lingkup Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian 7
99.61
. . e 31.83
Skor atas hasil evaluasi akuntabilitasi kinerja 103%
di Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian ?
Persentasg rgal|sa5| angggran di Imgk.ungan 99.75%
Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
. . . 99.88
Persentase tindak lanjut temuan hasil
audit/pemeriksaan BPK/Inspektorat di
100%

lingkungan Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian

Terdapat 6 indikator kinerja utama yang belum mencapai target yang telah ditetapkan
dan 7 indikator kinerja utama yang telah mencapai target. Mekanisme perbaikan capaian
kinerja dilakukan dengan mengadakan rapat evaluasi kinerja dan anggaran setiap
semester yang dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian dan dihadiri
dari unit terkait.

Untuk mendapatkan data kepuasan masyarakat dilakukan dengan penyebaran
kuesioner kepada pengguna layanan mutasi kepegawaian menggunakan aplikasi
kuesioner google form melalui aplikasi whatsapp dan didapat hasil yang dipergunakan
untuk bahan evaluasi peningkatan pelayanan tahun berikutnya. Namun disadari tingkat
kepuasan masyarakat sangat ditentukan dengan kepentingan yang bersangkutan
sehingga bersifat fluktuatif.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan masyarakatakan kecepatan
dan ketepatan pelayanan kepegawaian dilingkungan Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian
target capaian kinerja akan selalu ditingkatkan setiap tahunnya.
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HARAPAN

Untuk dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, Deputi
Bidang Mutasi Kepegawaian, mengharapkan adanya peningkatan kerja sama dengan
berbagai pihak terkait dengan melihat tugas dan fungsi masing- masing dalam bentuk:

1.Kepada stakeholder (pelanggan) internal/external diharapkan memberikan masukan
kepada Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian melalui kuesioner dengan cara mengisi
dengan benar, berikut saran dan keluhannya. Sehingga Deputi Bidang Mutasi
Kepegawaian dapat merespon dengan tepat terhadap pelayanan yang diinginkan
pelanggan;

2.Diharapkan kepada stakeholder memperhatikan ketentuan terhadap batas waktu
penyampaian usul masuk dan kelengkapan berkas usul, serta syarat-syarat yang
ditentukan peraturan perundangan yang berlaku agar proses pelayanan mutasi
kepegawaian dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu..
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